PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABU PATEN KAPUAS
NOMOER 2 TAHUN 2005
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Menimbang

Mengingat :

a.

1.

DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIKAPUARS

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 avat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggola Devvan Pervvakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Devvan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu menetapkannya

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19592 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820),

. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara

Tahun Repubiik Indonesia 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Nornor 3363),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286),

. Undang-TUndang Nomer 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Devvan Pervvakilan Rakyat, Dewan
Pervvakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembarar
Negara Nomor 4316),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2084 tentang Pemnbentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Normor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Baerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 126, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4438),
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Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Eeprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara N omor 34327,

Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
MNegara MNomor 39523,

FPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daserah (Lembaran Megara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara*$4prnor 40907,

Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 2004 tentang FKedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Normor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44167,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas  Nomor 17 Tahun 2000 tentang
K ewenangan Kabupaten Eapuas,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAFUAS

MMenetaplkan :

dan
BUPATIEAFPUAS

MEMUTUSE AN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG
EEDUDUKAN PROTOEOLERE DAN KEUANGAN FIMFPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAEKILAN RAEKEYAT DAERAH
EABUPATEN KAPUAS.

BABI
KETENTUAN UMURM

Pasal 1l

Dalam Peraturan Daerah mni yang dinaksud dengan ¢

1

2.
3
4

Daerah adalah Daerah KEabupaten Eapuas,

Peamerintah Daerah adalah Femerintah Eabupaten Kapuas;,

Eepala Daerah atau disebut juga Bupati adalah Bupati Fapuas;

Wakil Eepala Daerah atau disebut juga Wakil Bupati adalah “Wakil Bupati
Kapuas,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Pervw akilan Rakvat Daerah Fabupaten Eapuas,

Pimpinan DPRD adalah Eetua dan Walc1l-"Walkil E=tua DPRD Kabupaten
Eapuas;
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Anggota DPRD adalah Anggota 13)PED Eabupaten Eapuas dan telah
diresmilktan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Eabupaten Kapuas
dan telah mengucaplan Sumpah § Janji berdasarlan ketentuan Peraturan
Porundang-undangan,

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRT Eabupaten Kapuas yvang
merupakan Unsur Pendukung DPRD Eabupaten Kapuas sebagaimana
dirnaksud dalam Undang-TIndang Naomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Eedudukan IMMajelis Permusyaw ara'tan Rakwyat, Dewan FPerwalkilan
Raloyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah;
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas sebagai
Pejabat Peranglkat Daerah yang rnemimpin Sekretariat DPRD Kabupalen
Eapuas,

Kedudukan Protokoler adalah Fedudukan wang diberikan kepada
seseorang untulk mendapatlzan penghormatan, perlakkuan dan tata tempat
dalam acara resmmi atau perternuan resmi;

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan alau acara
resmi vang meliputl aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata
penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada sesecrang sesuai
dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerinlahan atau
rnasyaralzat;

Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilalesanalkan
oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam
melaksanakan tugas dan fungs: tertentu, dihadiri oleh Pejabat Megara,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemermtah Daerah serta Undangan lamnnsya;
Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara
kenegaraan dan acara resimi,

Tata tempat adalah abiran mengenai urutan tempat bagi Pejabat MNegara,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokch masyarakat
tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmui,

Tata penghormatan adalah aturan untulk melaksanakan pemberian hormat
bagi Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah tokoh masyarakat
tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi

TTang representasi adalah uang vang diberilktan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Eabupaten Kapuas sehubungan dengan
kedudukannya sebagal pimpinan dan anggota DPRD Eabupaten Fapuas,
TTang Paket adalah uang vang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Eabupaten Eapuas .dalam menghadin dan mengilcuti
rapat-rapat dinas;

Tunjangan Jabatan adalah uang wang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas karena kedudukannya
sebagai ketua, walkil ketua dan anggota DPED Eabupaten Kapuas;
Tunjangan alat kelenglkapan DPRD Kabupaten Eapuas adalah tunjangan
wvang diberilkan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DEPRD
Eabupaten Eapuas schubungan dengan kedudukannva sebagai ketua atau
wakil ketua atau anggota panitia mmsyawarah atau komisi atau badan
lkkehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya,
Tunjangan KEesejahteraan adalah tunjangan wang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota FDRD Eabupaten Kapuas berupa tunjangan
pemeliharaan lkesehatan dan  pengobatan, mmah jabatan dan
perlengkapannyafrumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas,
uang duka wafattewas dan bantuan biava pengurusan jenazah;

TTang jasa pengabdian adalah uang vang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas atas jasa pengabdiannya sefelah yang
hersangkutan diberhentilzan dengan hormat;

Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Permnerintah Pusat yang diber:
tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pernerintah Daerah Fabupaten Kapuas
vang disetujuil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daesrah Kabupaten Kapuas
dan dttetapkan dengan Peraturan Draerah Fabupaten Kapuas,

Pejatat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi
tugas terterltu dibidangnya sesual dengan peraturan permundang-undangan;
Instansi verfikal adalah Peranglkat Departemen  dan atau Lembaga
Perreritilaty TTor Deparbernen di Duaerats

Belanja Permnjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk
mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRED.

BABII
KEDUDUKAN PROTOKOLER FIMPITNAT
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Fasal 2

(1> PFimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam

Acara Resmi.

(2) AcaraResmi sebagammana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a Acara Resmi Pemermtah yang diselenggarakan di Daerah, yaihi acara
resmi yang diadakan di Tbukota Daerah, Kecamatan dan Eelurahan /
Dicsa;

b. Acara Resmu Pemerintah Daerah wang menghadirkan Pejabat
Pemerintah;

¢ Acara Resmi Pemerintah Daerah wang dihadiri oleh Pejabat
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmui yang diadalkan

di
a
b.

G-

ibukota Daerah sebagai berikut:

Eetua DPRD disebelah kiri K epala Daerah;

Walil-Walkil Eetua DPRED bersama dengan Walkil Eepala Daerah setelah
Pejabat Instansi Vertikal lainnya;

Angeota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Dasrah
lamnya vang setingleat Asisten Sekretaris Daerah dan Fepala Dinas / Badan
dan atau Satiuan Herja Daerah lamnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapal DFRD sebagai berilaut :

a
b.

c
d

Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Walkil Ketua DPRD;

Kepala Daerah dan Wakil EKepala Daerah ditempatlzan sejajar dan disebelah
leariun Fleluy PR,

Walt1l-Walzil K etua DPRED dudulk disebelah kinn Eetua DFR D,

Anggota DPRD mendudulki tempat yang telah disediakan untul anggota;
Selretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi Ruang Eapat,



Pasal S

Tata tempat dalamn Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikkan Fepala
Daerah dan Walkil Eepala Draerah sebagai benilout:

a.

b.

oo

Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat vang akan mengambil Surmpah / Janji
dan melantik K epala Daerah dan Wakil Eepala Daerah;

Walkil-Walkil Eetua DFRD dudulk di sebelah kiri Eetua DFED,

Anggota DPRD menduduki tempat vang telah disediakan untuk Anggota,
¥epala Daerah dan Walkil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah
kanan Pejabat vang akan mengambil Surnpah / Janiit dan melantik Kepala
Daerah dan Walkil Kepala Daerah,

Calon Fepala Daerah dan Walkil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk
disebelah kriri Wakil-WWakil Ketua DPRT;

Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesual dengan kondisi Ruang
Rapat,

Mantan Eepala Dasrah dan Walkil Eepala Daerah setelah pelantikan duduk
di sebelah kiri Walnl Wall Eetua DFRD;

Kepala Daerah dan Wakil Eepala Daerah vang baru dilantik duduk di
sebelah kanan Pejabat yvang mengambil Sumpah fJanji dan melantilt Kepala
Daergh dan Wakil K epala Daerah.

Fasal 6

Tata ternpat dalam Acara Pengucapan Sumpah [/ Janji Anggota DPRD
meliputi :

a

Pimpinan DPRD duduk di sebelah kir1i Kepala Daerah dan Fetua
Pengadilan Negeri atau Pejabat vang ditunjuk duduk di1 sebelah kanan
Kepala Daerah;

Anggota DPRD vang akan mengucaplkan Sumpah £ Janji dudulk di tempat
vang telah disediakan;

Setelah mengucapkan sumpah fanji Pirmmpinan Sementara DPRD duduk di
sebelah ki1 Eepala Dasrah;

Pimnpinan DPRED vang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat
yvang ditnnjuk duduk di tempat vang telah disediakan;

Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD,

Para undangan dan anggota DPRD lainnva duduk di tempat vang telah
disedizlzan; dan

Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendirt

Pasal 7

Tata tempat dalamn A cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua
dan Walkil- W akil Eetua DPED hasil Pernilihan Tmum sebagai berikut:

a

b.

=

Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri  Kepala Daerah dan
Walil Kepala Daerah,

Fimpinan Sementara DPRD dudulk di sebelah kanan Ketua Pengadilan
Megert,

Setelah pelantikan, Fletua DPRD duduk di sebelah kin Eepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Wakil-3WWakil Eetua DPRD duduk di sebelah Eetua
DPRD;

Iantan Pimpinan Sementara DPED dan Eetua Pengadilan Negeri duduk di
tempat yvang telah dizediakan
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Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal8
Tata Upacara dalam Acara FEesmi dapat berupa upacara bendera atau

bukan upacara bendera.

Untuk keseragaman, kelancaran, ketortib an dan kehikmatan jalannyva acara
resmi, diselenggarakan tata upacara sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal?Q

Pimpinan dan Anggota DPED mendapat penghormatan sesuai dengan
penghormatan vang diberikan kepada Pejabat Pemermtah

Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan p erundang-undangan.

BABIIT
BELANJA PIMFPINAN DAN ANGGOTA DPED

Bagian Pertama

Penghasilan
FPasal 10
Penghasilan Pimpinan darf Anggota DEFRD terdiri dari :
TTang Representasi,
. Tang Palcet;

T oo TR
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Turnjangan Jabatan,

Tunjangan Panitia Musyavvarah,
Tunjangan Komist,

Tunjangan Panitia Anggaran,
Tunjangan Badan Fehormatan;
Tunjangan alat Eclenglkapan lainnya.

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikcan TTang Representasi.

TTang Representas: Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang
ditetapltan Pemerintah.

TTang Representas:i Wakil Eetua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh
perseratus) dari TTang FRepresentasi Ketua DPRD.

TTang Representasi Anggota DPRED sebesar 75 %% (tujuh puluh  lima
perseratus) dari TUang Representasi Ketua DPRD.

Selain Uang Representasi yvang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan tunjangan Beras yvang
besarnya sama dengan ketentuan yvang berlalu pada Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 12

Pinpman dan Anggota DPRD diberikan Uang Falet,

Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 %% (sepuluh
perseratus dari Uang Representasi yang bersanglkutan.

Pasal 13

Fimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan,

Tunjangan Jabatan sebagaimana dirmnaksud pada ayat (1) sebesar 145 %%
(seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masmg ang
Representasi.

FPasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD vwang duduk dalam Panitia

MMusyawarah atau Fomisi atau Panitia Anggaran atau alat Kelengkapan

lainnya vang diperlultan diberikan tunjangan sebagai berilcut:

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan
Eetua DPRD,

b. Wakil Fetua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan
Eetua DPRI,

. Sekretaris sebesar 4 % (emp at perseratus) dari tunjangan Jabatan Fetua
DPRT:

d. Anggota sebesar 3 %% (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Eetua
DPRD:

Tunjangan Badan Kehormatan Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk

dalam Badan Eehormatan, diberikan tunjangan sebagai Berilut:

a. Ketua paling tinggi 7,5 %6 (tujuh setengah perseratus) dari unjangan
Jabatan ¥ etua DFRD,

b. Walal Eetua paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan
Ketua DPRD,

¢. Anggota paling tinggi 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;

Pasalls

Fajak Penghasilan Punpinan DFRD dikenakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Penghasilan Piumnpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10, Pajak Penghasilannya (PPh) dibebankan pada Keuangan Daerah
sesuail dengan ketentuan peraturan perundangundangan vang berlak;

Penghasilan Pimpman dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dumaksud
pada Pasal 10, Pajak Penghasilannya (FPh) tidak dibebankan pada
Eeuangan Daerah
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Fasallo
Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganva diberikan Tunjangan

Pemeliharaan FKeschatan dan Pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan
vang berlaa pada Pegawai MNegeri Sipil Golongan IV,
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Eeluarga Pimpinan dan Anggota DPRD wang mendapat Tunjangan
Pemeliharaan FKescehatan dan Pengobatan, yaitu suami atau ister1 beserta
2 (dua) orang anak

Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sama dengan
ketentuan yang berlaku pada Pegawral Meger: Sipil golongan IV .

Tunjangan Pemelitharaan Fesehatan dan Pengobatan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diberikan dalarn bentuk pembavaran premi
asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk
olehTemerintah Daerah.

Pasal 17

Pimpinan DPRD diberikan masing-masing 1 (satu) rurnah jabatan beserta
perlengkapanmnya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai dengan
standar yang ditetaplkan oleh Kepala Daerah, dan saat penyerahan
pemakaiannya dituanglkan dalam  ikatan perjanjian antara Pemerintah
Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Eelanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan
kendaraan dinas jgbatan dibebankan pada AFPBD.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhent: atau berakhir rmasa baktinya, wajib
mengembaliltan rurmah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan
dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling Tambat
1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

FPasal 13

Angegota DPED dapat disediakan masing-masing | (satu) rumah dinas
beserta perlenglkapannya sesuai standar yang ditetaplktan Eepala Daerah
dan saat penyerahan pamakaiannya dituanglkan dalam ikatan perjanjian
antara Pemerintah Daerah dengan vang bersangkutan.

Eelanja Pemeliharaan Fumah Dinas dan periengkapannvya dibebankan
pada APBD.

Dalam hal Anggota DPRD diberhentiktan atau beralthir masa baktinya,
wajlb mengembalilkan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling Tambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DFRD beserta
perlenglkapannya dan kendaraan dmas jabatan Punpinan DPRD tidak dapat
disewabelikan atau digunausshakan atau dipindahtangankan atau diubah
struldtur bangunan dan status hulmrmnega.

(1>

@23

Pasal 20

Dalarm hal Pemerintah Dasrah belurmn dapat menvediakan rumah jabatan
Fimpinan atau rurmah dinas Anggota DPED, kepada vang bersanglkutan
diberikan tunjangan perumahan.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimalsud pada ayat (173 berupa uang
sewa rurnah vang besarnya disesuaikan dengan standar harga setermpat
vang berlaku vang ditetapkan dengan Keputusan K epala Daerah.
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FPasal 21

Apabila kondisi Eeuangan Daerah memungkinkan, maka untuk
mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah
Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional roda
(dua) kepada Anggota DPED dan roda 4 (empat) kepada Alat
Kelenglkapan DFRD;

Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada
Anggota DPRED dan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan
memperhatilan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

Pimnpmnan dan Anggota DPRD disediakan palkatan dinas beserta atributnya

g.er;aﬁ?a;ian S1pil Haran (PEH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu)

b. t;:Ll{J;i;an S1pil Reami (PER) disediakan 1 (satu) pasang dalarn 1 (sabu)

g Eh;ll;z]i;m Sipil Lenglkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima)
high

Apabila kondisi Keuangan Daerah memungkinkan, maka untuk
mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wew enangDPRD, Permerintah
Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimalesud
pada avat (1) kepada Prnpinan dan Anggota DFRD,

Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan
Peraturan Hepala Daerah.

Pasal23

Dralamn hal Pimpinan atau Anggota DPED meninggal dunia kepada ahli waris

diberikan

a Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali vang rcpresentasi atau apabila
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uvang duka tewas

sebesar & (enam) kali vang representasi

b. Bantuan biava pengurusan jenazah yaitu biaya dari rumah duka atau tempat
tugas sampai ke tempat pernakarman

D

@

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengab dian

Fasal 24

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri
rnasa baktinya diberilkan uang jasa pengabdian.

Besarnya uang jasa pengabdian dimalksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan masa bakti Pimnpinan atau Anggota DPRD dengan ketentuan :

g Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh
dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan vang representasi.

b. Masa balkti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan vang pengabdian
1 (zatu} bulan vang representasi.

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberilkan uang pengabdian
2 (dua) bulan uang representasi.
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d. Mlasa balti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan vang pengabdian
3 (tiga) bulan uang representasi.

e Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang pengabdian
4 (empat) bulan uang representasi.

f Mdasa balkti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang pengabdian
setinggian-tingginya & (enam) bulan uang representasi

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud pada avat (2) diberilean kepada ahli
Warisnya.

Pembavaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah vang bersangkutan
dinvatakkan diberhentikan secara hormat sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

BABIV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DFRD

Pasal 25

Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untulk mendukung kelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DFRD.

Belanja Perunjang FKegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun
berdasarkan Rencana Kerja yvang ditetaplkan Pimpinan DFRD, disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah.

Fungsi DPED sebagaimana dimalksud avat (1) terdin dari :
a. Legislasi;

b. Anggaran;

¢ Pengawasarn.

Tugas dan wewenang DFRD sebagaimana dirnalcsud pada ayat (1) terdir:

dari :

a Membentuk Peraturan Daerah vang dibahas dengan Kepala Daerah
untuk mendapat persetujuan bersama;

b. MMenetaplean APBD bersama-sama dengan Kepala Daerah,

¢ Melaksanalzan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan lainmya, Eeputusan Kepala Daerah, APBD,
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program
Pembangunan Daerah dan kerjasarna Internasional di Daerah;

d Mengusullean penganglkatan dan pemberhentian Eepala Daerah kepada
Ifenteri Dalam Negeri melalii Gubernur,

e Mlemilih Wakil Eepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan
“Walkil Eepala Daerah;

f MMemberilkan pendapat dan pertimbangan kkepada Femerintah Daerah
terhadap rencana perjanjian mtermnasional vang menvanghkut
kepentingan daerah;

g Mleminta laporan keterangan pertanggungjawaban Eepala Daerah
dalam penyelenggaran pemerintahan daerah;

h. Menberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan
dengan pihale ketiga yang membebani masyaralzat dan daerah;

1. Tugas-bigas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Rencana Kerja Tahunan dapat berupa kegiatan : kunjungan lkerja;
penviapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;, peninglkatan
SDMM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan
dan kemasvarakatan dan kegiatan kepanitiaan.
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Harga Satuan Belanja Biaya Penunjang kegiatan DPRD disusun secara
rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang
dan jasa yang ditetaplkan oleh Eepala Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

Rencana Eerja vang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan
kedalamm Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASEK) dan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASE) berkenaan.

Belanja Penunjang Kegilatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I
dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja
Perjalanan Dimas, Belanja Pemneliharaan dan Belanja Modal dalam Pos
Belanja Sekretariat DPRD.

BABY
FENGELOLAAN KEEUANGAN DFRD

Pasal 26

Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdir: atas belanja
penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan

Pimpinan dan Anggota DFRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD

wang diformulasilkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Eerja
Peranglkat Daerah Sekretariat DFRD.

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan
dalam Pos DPRD.

Tunjangan Kesejahteraan Punpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksi' pa1a" -4 (1) kv-;ebul dnlam ketentuan Pasal 16, I',,sal 17. Pns.11
18, Pasai 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang
Eegiatan DPED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avat (2)
dianggarkan dalam Pos Sekrctarial DPRD yang diuraikan kedalam jenis
belanja sebagai berilzut:

a Belanja Pegawal antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan
Tunjangan Pegawal Sekretariat DFRT sesuai dengan golongan jabatan;

b. Belanja Barang dan Jasa, vaitu untuk kebutuhan belanja barang dan
dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan
dan Angeota DPRD dan Pegawai , Sekretariat DPRD, sewa rumah,
premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrile,
telepon, air, gas dan ongkos kantor lamnya;

¢ Belanja Perjalanan Dinas, yaitu belanja perjalanan dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam ranglka melaksanakan tugasnya atas nama
lembaga perwakilan rakvat daerah baik di dalarn Daerah maupun
keluar Daerah yang besarnya disesuailkan dengan standar penjalanan
dinas Pegawail Negeri Sipil Tingkat & yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dun prasarana
gedung kanlor DPRD dan Sekretariat DPRD, rurnah jabatan Pimpinan
dan rumah dinas Anggola DPRD dfin Kcndaraan Dinas Pimpinan
DPRD:

2 Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/
penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Eumah Dinas, pengadaan
perlengkapan/peralatan nimah jabatan Pimpinan DPED dan/atau rmamah
dinas Anggota DFRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan
kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai
keelzavaan daerah



@ Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan olsh Sekretariz
DFRD dengan berpedoman kepada ketentnan peraturan
perundang-undangan.

Pasal27

Penganggaran atau tindakan vang berakibat pengemaran atas beban belanja
DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan vang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah 11, dinyatakan melanggar huloum.

Pasal 28

(1} Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak Icrpisahlkan dan
APRD.

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan perlanggungjavvaban belanja
DPED sebagaimana dimalksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja
satuan kerja peranglat daerah lamnya.

BABVI
EETENTUANPENUTUP

FPasal 29
Peraturan Daersh ini muiail berlaku pada tanggal diundanglcan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kapuas.
Ditetapkan di Kuala Kapuas
AEdatngl4 April 2005
PN KAPTAS
|
e ire
Diundangkan di Kuala Kapuas oA ¢ SUHANIIIN ALL
pada tanggal 16 Mei 2005 B

ILEMBARANDAERAH KEABUPATEN KEAPTIAS
TATUN 2005 MOMOE. : 02

Telah mendapat klarifikasi Gubernur K alimantan Tengah
melalu Surat Nomor 188 34 2/6/HUE. tanggal 27 April 2005
perthal Klarifikasi Peraturan Daerah Eabupaten Eapuas Nomor 2 Tahun 2005





